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Berdasarkan hasil pemantauan kami masih terdapat permasalahan yang
belum tuntas di daerah ierkait belum optimal pelaksanaan pungutan pengganlan
NilaiTegakan (PNT), maka dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Putusan l.4ahkamah Agung RI Nomor 41/p/Hum/2011 mengenal
Permohonan Hak Uji lvlateri i l  terhadap :"peraturan lventeri Kehutanan Republik
lndonesia Nomor : P.14llvlenhut-Il/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin
Permanfaatan Kayu, dan Peraturan 14enteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : 65/l4enhut-1v2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya
Produksi Pemanfaatan Kayu pada lzin Pemanfaatan Kayu dan atau penyiapan
Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman" dan Surat Mahraman
Agung RI Nornor : 614/PAN/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 perihal penjelasan,
ditegaskan bahwa putusan llahkamah Agung RI No. 41 /p/Hum/2011 tanggal 9
Februari 2012 berkekuatan hukum tetap bagi pihak-pjhak sejak putusan tersebut
diputuskan, sedangkan bagi pihak ketiga berlaku sejak diundangkan dalam
Berita Negara. Implikasi atas penegasan tersebut, maka :

a, Terhadap pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT) yang memproduksi kayu pada kegiatan penyiapan
lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang LHP-KB dan LHp-
KBK-nya disahkan pada periode tanggal 4 September 2OO9 s/d B Februari
2012, tetap dikenakan kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (pNT) selain
PSDH dan DR.

b. Terhadap IUPHHK-HT yang memproduksi kayu pada kegiatan penyiapan
lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman yang LHP-KB dan LHP_KBK
disahkan sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan terbitnya peraturan
pemerintah yang mengatur pNT, tidak dikenakan kewajiban pNT.
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2. Berkaitan hal tersebut di atas, untuk lzin pinjam pakai Kawasan Hutan (lppKH),
Izin Pemanfaatan Kayu (IpK), dan Hak Guna Usaha (HGU) yang masih ierdapatpohon yang tumbuh sebelum terbitnya alas titel (H'cU) 'dikeiut"n 

t"*"i,nun
membayar PNT selain PSDH dan DR sejak tanggat 4 September 2009 s#par
dengan sekarang.

Sebagai tlndak lanjut putusan Mahkamah Agung RI iersebut di atas, diminta
kepada Kepala Dinas provinsi yang membidangi kehutanan dan tsatai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi untuk berkoordinasi dengan Kepata
Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk menugask-an petugas
penerbit Surat perintah pembayarari penggantian Nilai Teg;kan (Spp_GR)
untuK;

a. [4enerbitkan SPP-GR untuk LHp-KB atau LHP-KBK yang disahkan sejaK
tanggal 4 September 2009 s/d B Februari 2012 untuk IUpH'K_HT.

b. 14enerbitkan Spp-GR untuk LHp-KB atau LHp-KBK yang disahkan sejak
tanggal 4 September 2009 s/d sekarang untuk IppKH, Ipk, dan HGU yang
masih terdapat pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya atas titet lHCU;.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya dlucapkan terima kasih.
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Lampiran : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor .  :  s.90c,/v i .B11qyp11 7*,"langgal : t9 Dtstwier ?ait

Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan provinslAceh
Kepala Dinas Kehutanan provinsi Sumatra Utara
Kepala Dinas Kehutanan provinsi Sumatra Barat
Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau
Kepala Dinas Kehutanan provinsi lambl
Kepala Dinas Kehutanan provinsi Sumatra Selatan
Kepala Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Barat
Kepala Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Timur
Kepala Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Kehutanan provinsi l.4aluku
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi lyaluku Utara
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi papua
Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan provinsi papua Barat
Kepala Balai Pemantauan pemanfaatan Hutan produki Wilayah I Banda Aceh
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi Wilayah II Sumatra Utara
Kepala Balai Pemantauan pemanfaatan Hutan prodilksl Wilayah III pekanbaru
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi Wilayah IV lambi
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi Wlayah V palembanq
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi Wlayah X pontianak
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi Wilavah XI Baniarbaru
Kepala Balai Pemantauan pemanfaatan Hutan produksi Wil;yah XiI
Palanokarava

25. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi Wilayah XIII Samaflnoa
26. Kepala Balai Pemantauan pemanfaatan Hutan produksi Wilayah XIV palu
27. Kepala Balai Pemantauan pemanfaatan Hutan produksi Wilayah XV lvakassiir
28. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi Wilayah XVI Ambo
29, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi Wilayah XVII layapura
30. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan produksi Wilayah XVIII lvianokwari
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